PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS SOSIAL

JI. D.! Panjaitan Km. X Komp. Embung Fatimah Perum Taman Seraya
E-Mail :dinsoskotatanjungpinang@gmail.com — KodePos . 29125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 53 TAHUN 2024

TENTANG
PETA PROSES BISNIS DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan prima
serta tata kelola pemerintahan yang baik dalam
memberikan pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial Kota
Tanjungpinang, perlu disusun peta proses bisnis vang
menggambarkan hubungan kerja antar unit di Dinas
Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Sosial tentang peta proses bisnis Dinas

Sosial Kota Tanjungpinang.

fa—ry

Mengingat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Tanjungpinang [Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Negara (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322};

. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108};

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
411}

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita



Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2063)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
442);

14. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah 2018-2023 {(Lembaran Daerah Kota
Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 33);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasti Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
411);

16, Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2023 Tentang

Uraian Tugas pokok fungsi Organisasi dan Tata Kerja



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Dinas Sosial Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota
Tanjungpinang Nomor 468j;

17. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 35 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis
(Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor
429).

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
TENTANG PETA PROSES BISNIS DINAS SOSIAL KOTA
TANJUNGPINANG TAHUN 2024

Peta Proses Bisnis di Lingkungan Dinas Sosial Kota
Tanjungpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada dictum
KESATU merupakan diagram vyang menggambarkan
hubungan kerja di Lingkungan Dinas Sosial Kota

Tanjungpinang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang






